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ABSTRAK

Proses perubahan ketatanggaraan di Indonesia seiring dengan
pargantian rezim Orde Baru ke arah reformasi merupakan tindak lanjut
dari berbagai keinginan dan kehendak rakyat untuk melaksanakan sebuah
model pemeriniahan yang bersih dan bertanggung jawab, agar dapat
mewujudkan ketentraman dan perhindungan di segala bidang Dalam
perjiglanannya, prinsip pelaksanaan pemerintahan daesragh di Indonesia
pun turut mengalam berbagal pasang surul seiring dengan kebijskan
politix. dan hukum yang berlaku di negara ini Khusus untuk era reformasi
pada awal rods reformasi bernzlan dibentuklah sebuzh kebijakan hukum
u1"|tuk menggantikan undang-undang pemenntahan dzerah yang lama (UL
5/1974) dengan sebuzh undang-undang baru yang dikenal dengan UL No
22119499 tentang Pemerintahan Daerah (sekarang berlaku UU Noo 32
Tahun 2004)

Jika kita membahas tentang perzlanan pemeannizhan daeragh, kila
tentunya |juga akan berhadapan dengan pola pelaksanaan pemerntahan
lokal yang demokratis dengan meamberikan kesempaian yang besar bagl

rakyat dalam melakukan pengawasan jalannya roda pemeriniahan ._.'FE-""'I
dimaksud Salah satu pola pengawasan yang dilakukan di level caers

sazt ini adalah pengawasan yang dilaksanzkan DPRD masing- .r-aa'n;
dasrah sebagal represeniast perwakilan rakyat. Dalam penulisan n
penulis mengambil beberapa perumusan masalah yailu, apa maksud dar
tujuan dilaksanakannya pengawasan oleh DPRD. bagaimﬂna peran
LPRD dalam melaksanzkan iungsl pengawasan dan hal-hal apa saja yag
diawasi serta hambatan apa saz yang ditemw dzlam melc.n.._ﬁ-_.:u;-;!{:f;-.r.
iungs! pengawasan oieh DPRD.

Metode penelitian yang penulis gunakan adalan pendekatan yunal
normatif dengan spesifikasi penelitian bersifal desknpuf analtis guna
penelittan inl adalah uniuk me "'I:I\_t shui secara feontk maupun praktis
adapun tahap peneliian adzslah penshtian kepuslakaan dan penshlian
lapangan untuk mendapatkan dsta empirk. adapun has! penelitian
menunjukkan bahwa dalam pelaksanazn pengawasan masih ditemukan
adanya kekurangan terutama vyang berkaitan dengan peraturan
perundang-undangan, sarana dan prasarana yang dimiliki DPRD serta
kesiapan sumberdaya manusia para anggoa DPRD itu sendir,

Unfuk fiu, ke depan pihak DPRD masing-masing daerah harus
segera melakukan  berbagal  kegistan  yang  bermanizat  dalam
penambahan kapasitas  keiimuan dan  keahlizn masing-masing
anggotanys sshingga fungsl pangawasan benar-benar efeklif dan efisien
sesual dengan amanat masyarakat serta undang-undang
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam menyelenggarakan pemerintahan di Negara Republik
Indonesia yang menganut azas desentralisas: dalam penyelenggaraan
pemerintahan, akan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada
daerah untuk menyelenggarakan atonomi daerah, karena itu dalam Pasal
18 ayat 2 dan 5 UUD 1945 dinyatakan bahwa

“Pemerintah daerah Propinsi. Daerah Kabupaten dan Kota

mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan’

Dari rumusan Pasal 18 ayat 2 dan 5 UUD 1945 tersebul di atas,
memberikan penoertian kepada kita bahwa adanya badan penwakilan
rakyat di daerah merupakan suatu keharusan yang merupakan suatu

lembaga atau Dewan Perwakilan Rakyat di daerah yang bersifal otonom

Dengan demikian, UJD 1945 merupakan landasan yang kuat utuk
menyelenggarakan otonomi dengan memberikan kewenangan yang luas
dan bertanggung jawab kepada daerah. Untuk mewujudkan amanat Pasal
18 UUD 1945 tersebut, dibentuk dan diletapkanlah berbagal aturan
pelaksanaan tentang pemerintahan daeran. Peraturan hukum mengenal
pemerintahan daerzah ini adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999
tentang Pemerintahan Dagrah (sexarang berdaku UU No 32 Tahun 2004 ).

Datam hal ini penulis hanya membahas mengenai UU No 22 Tahun 1889



karena waktu mengadakan penelitian masih berlaku UU No. 22 Tahun
1999 yang memberikan dasar-dasar aturan penyelenggaraan
pemerintahan daerah dengan lebih mengulamakan pelaksanaan azas
desentralisasi. Penyelenggaraan ofonomi daerah dilaksanakan dengan
memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab
kepada daerah secara propersional yang diwujudkan dengan pengaturan,

pembahagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan,

Hal-hal yang mendasar dan UU No. 22 tahun 1999 i adalah
dimaksudkan untuk mendorong dan memberdayakan masyarakat,
menumbuhkan prakarsa dan kreatifitas, meningkatkan peran setls
masyarakal, mengembangkan peran dan fungsi Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah

Bertolak pada penyelenggaraan otonomi daerah sebelum era
reformasi yang diatur dalam UU No. 5 Tahun 1974 tentang Fokok-Pokok
Pemerintahan di Daerah, yang menganut prinsip otonomi yang nyata dan
bertanggung jawab Namun dalam pelaksanaannya, undang-undang i
dirasakan banyak sekali kekurangan dan kelemahannya Hal ini terlihat,
dalam penyelenggaraan otonomi lebih menekankan kewajiban dari pada
hak. Kelemahan dan kekurangan tersebut dapat kita lihat pada pasal 7 a/d
11. dalam pasal 7 UU No_ 5 tahun 1974 tersebut dinyatakan bahwa .

‘Daerah berhak dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah

tangganya sendiri sesuai dengan perundang-undangan yang
berlaku”



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarakan dan uraian-ura:ian di zies maka di dapat bheberapa

kesimpulan yaitu ;

1. Dalam melaksanakan fungs: pangawasan DPRD Kota Pariaman

baru menempuh cara

Meminta Laporan perlangung jawaban Wali Kota Pariaman berupa
leparan Tahunan

Sedangkan meminia Keteranozn ( Hzk Interpalasi } kepada Wal
Kota Pariaman sebagal uoaya kontrol lznsung darn DPRD terhadap
kKebijakan Pemerintah Koiz pariaman

Melakukan penyelidikan ( Hak Angket ) untuk mengecek VWall Kota

Pariaman dalam  menjalankan Pemenniahan,

Dalam prakieknya belum dapat dilaksanaksn, arinya DPRED Kola

Fariaman belum melaksanakan

sy,

urgsi  pengawasan fgrhadap

penyelengaraan pemerintahan secara maksimal
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